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Abstract

This research examines the position and authority of the Indonesian Prosecutor's Office
in implementing the Restorative Justice (R]) mechanism as a legal breakthrough in the
criminal justice system. The paradigm shift from retributive to restorative justice,
implemented through the Indonesian Prosecutot's Regulation Number 15 of 2020, raises
fundamental questions regarding its constitutional basis and philosophical legitimacy.
This thesis analyzes this issue from two main perspectives: Constitutional Law (Hukum
Tata Negara - HTN) and the concept of Maslahah in Figh Siyasah (Islamic Political
Jurisprudence). From the perspective of Constitutional Law, the implementation of R]
by the Prosecutor's Office is a manifestation of the Prosecutor General's asas
oportunitas (discretionary principle) as regulated by law. However, this discretion must
operate within the constitutional framework and the principles of a rule of law state,
ensuring that the termination of prosecution does not violate victims' rights and
guarantees legal certainty. The HTN analysis focuses on the extent to which the
Prosecutor's Regulation possesses binding legal force and how mechanisms of control
and accountability are applied to prevent the abuse of authority. Meanwhile, from the
Figh Siyasah perspective, the concept of Restorative Justice aligns with the principle of
Maslahah (public interest/welfare). The R] approach, which prioritizes the restoration of
relationships, reconciliation, and the prevention of greater negative impacts (mafsadah)
resulting from formal judicial processes, substantially fulfills the objectives of Sharia
(maqashid sharia), namely the preservation of life (hifzh an-nafs) and property (hifzh al-
mal). The implementation of R] by the Prosecutor's Office, by prioritizing peaceful
settlements for minor cases, is considered a siyasah syat'iyyah (Shatia-compliant policy)
aimed at achieving public welfare. This research concludes that the position of the
Prosecutor's Office in implementing Restorative Justice possesses dual legitimacy:
juridical-constitutional as the execution of structured discretion, and philosophical-
theological as an effort to realize Maslahah in law enforcement. The synchronization of
these two reviews confirms that the Prosecutot's R] policy is a progressive step towards
substantive justice oriented towards social restoration.

[Penelitian ini mengkaji  kedudukan dan  kewenangan Kejaksaan Republik  Indonesia  dalam
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menerapkan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/ R]) sebagai terobosan hukum dalan
sistem peradilan  pidana. Pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju  restoratif, yang
diimplementasikan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tabun 2020,
menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai landasan konstitusional dan legitimast filosofisnya. Tesis
ini menganalisis isu tersebut dari dua perspektif utama: Hukum Tata Negara (HTIN) dan konsep
Maslahah dalam Figh Siyasah. Dari tinjanan Hukum Tata Negara, penerapan K] oleh Kejaksaan
merupakan manifestasi dari asas oportunitas (diskresi) Jaksa Agung yang diatur dalam undang-
undang. Namun, diskresi ini harus berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum,
memastikan babwa penghentian penuntutan tidak melanggar hak-hak orban dan menjamin
kepastian hukum. Analisis HIN berfokus pada sejaub mana Peraturan Kejaksaan tersebut memiliki
kekuatan hukum yang mengikat dan bagaimana mekanisme kontrol dan akuntabilitas diterapkan
untuke mencegah penyalahgunaan wewenang. Sementara itn, dari perspektif Figh Siyasah, konsep
Keadilan Restoratif selaras dengan prinsip Maslahal (kemaslahatan nmum). Pendekatan R] yang
mengutamakan pemmulihan hubungan, refonsiliasi, dan pencegaban dampak negatif (mafsadab) yang
lebih besar akibat proses peradilan formal, secara substansial memenubi tujnan syariat (maqashid
Syariah), yaitu memelibara jiva (hifzh an-nafs) dan harta (hifzh al-mal). Penerapan K] oleb
Kepaksaan, dengan memprioritaskan penyelesaian damai untuk perkara ringan, dianggap sebagai
kebijakan  siyasab  syar'iyyah  yang bertujuan mencapai  kemaslahatan publik. Penelitian ini
menyimpulfan bahwa kedudukan Kejaksaan dalam menerapkan Keadilan Restoratif memiliki
legitimasi ganda: yuridis-konstitusional sebagai pelaksanaan diskresi yang terstruktur, dan filosofis-
teologis sebagai upaya mewnjudkan Maslahah dalam penegakan hukum. Sinkronisasi kedua tinjanan
ini menegaskan bahwa kebijakan R] Kejaksaan adalah langkab progresif menuju keadilan substantif
_yang berorientasi pada pemnliban sosial.]

Keywords: Prosecutor's Office, Restorative Justice, Constitutional Law

How to Cite: Faizal, R., Holijah, H., & Bukhari, K. . (2026). The Constitutional Position of the Public
Prosecutor’s Office in Implementing Restorative Justice: A Constitutional Law Perspective and the
Concept of Maslahah in Fiqgh Siyasah. Jurnal Mediasas: Media Limu Syari‘’ah Dan Abwal Al-Syakbsiyyah, 8(4),
974-1007. https://doi.org/10.58824 /mediasas.v8i4.507

@ @ @ Copytight © 2026 by Author(s)
~ B This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

INTRODUCTION

Negara hukum Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menuntut adanya
penegakan hukum yang tidak hanya berdasarkan kepastian hukum (rechtszekerbeid) tetapi
juga keadilan (gerechtigkeir) dan kemanfaatan (weckmidssigkei) (Asshiddigie, 2006). Trias
hukum ini menjadi landasan filosofis bagi seluruh kebijakan penegakan hukum di
Indonesia, yang dalam praktiknya seringkali menimbulkan ketegangan antara formalitas
undang-undang dan tuntutan keadilan substantif di masyarakat (Lopa, 2003). Dalam
konteks sistem peradilan pidana (crzminal justice system), ketegangan ini memicu pergeseran
paradigma yang signifikan dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif
(restorative justice) (Zehr, 2015). Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian yang
dialami korban dan komunitas, serta reintegrasi pelaku, alih-alih hanya pemidanaan.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga sentral dalam sistem peradilan
pidana, memegang peran strategis sebagai Penuntut Umum dan pemegang dominus litis
(pengendali perkara) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Peran ini menempatkan
Kejaksaan sebagai gerbang terakhir sebelum perkara masuk ke ranah pengadilan,
memberikan kewenangan diskresioner yang luas dalam menentukan nasib suatu perkara
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pidana. Dalam rangka mengadopsi paradigma restoratif, Kejaksaan telah menerbitkan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Petja 15/2020) (Syatif, 2023). Peraturan ini
memberikan landasan yuridis bagi Jaksa untuk menghentikan penuntutan di luar
pengadilan, sebuah fungsi yang secara esensial merupakan mediasi penal.

Namun, muncul persoalan mendasar terkait kedudukan Kejaksaan dalam
menjalankan fungsi mediasi penal ini. Secara Hukum Tata Negara (HTN), kedudukan
Kejaksaan tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, melainkan hanya tersirat dalam
Pasal 24 Ayat (3) yang menyebutkan "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman" (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).
Penerapan keadilan restoratif, yang melibatkan musyawarah dan perdamaian, dianggap
sebagai fungsi yang bukan bersifat pro-justisia murni, melainkan lebih bersifat mediasi
sosial (Ndruru, 2024). Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih atau kekosongan
norma terkait legitimasi konstitusional Kejaksaan saat menjalankan fungsi non-tradisional
tersebut.

Secara kelembagaan, Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, dengan Jaksa
Agung bertanggung jawab kepada Presiden (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004).
Namun, dalam pelaksanaan fungsi penuntutan, Kejaksaan menjalankan fungsi yudikatif.
Dualisme kedudukan ini, yang sering disebut sebagai lembaga eksekutif dengan fungsi
yudikatif, menciptakan ketidakjelasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Maisari,
2020). Meskipun Undang-Undang Kejaksaan telah mengatur secara rinci tugas dan
wewenang Kejaksaan, legitimasi konstitusionalnya tetap menjadi perdebatan, terutama
ketika Kejaksaan mulai merambah fungsi-fungsi yang berada di luar koridor penuntutan
tradisional.

Kewenangan dominus litis secara tradisional diartikan sebagai hak Kejaksaan untuk
menentukan apakah suatu perkara akan diajukan ke pengadilan atau tidak, termasuk
kewenangan untuk menerapkan asas oportunitas (Muladi, 2002). Perja 15/2020
memanfaatkan kewenangan diskresioner ini untuk menghentikan penuntutan melalui
mediasi penal. Mediasi penal adalah proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan
yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesepakatan
damai (Hariyono, 2021). Fungsi ini, yang menekankan pada musyawarah dan mufakat,
secara fundamental berbeda dari fungsi penuntutan yang bersifat adversarial.

Perja 15/2020 dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan publik yang lahir dari
kebutuhan praktis untuk mengatasi masalah over-kriminalisasi dan penumpukan perkara di
pengadilan (Setyorini, 2020). Sebagai peraturan setingkat Peraturan Kejaksaan, ia
merupakan pelaksanaan dari kewenangan diskresioner Jaksa Agung yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Kejaksaan. Namun, legitimasi peraturan ini dipertanyakan karena ia
menciptakan mekanisme penghentian perkara yang baru, yang secara substansial mengubah
praktik penegakan hukum pidana tanpa melalui perubahan undang-undang formal
(Fadillah, 2023).

Fungsi mediasi penal yang diemban Kejaksaan melalui Petja 15/2020 menimbulkan
implikasi konstitusional yang serius. Jika Kejaksaan, sebagai bagian dari eksekutif,
menjalankan fungsi yang sangat dekat dengan penyelesaian sengketa (yang merupakan
domain yudikatif), maka batas-batas pemisahan kekuasaan menjadi kabur (Asshiddigie,
2010). Kekaburan ini berpotensi mengganggu prinsip due process of law dan hak-hak
korban, jika proses mediasi tidak dilakukan dengan pengawasan dan akuntabilitas yang
memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerangka analisis yang lebih luas untuk menilai
kebijakan ini.
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Keadilan restoratif didasarkan pada asumsi bahwa kejahatan melukai orang dan
hubungan, sehingga keadilan harus berfokus pada penyembuhan luka tersebut (Johnstone,
2011). Berbeda dengan keadilan retributif yang berorientasi pada negara dan penjatuhan
hukuman, keadilan restoratif berorientasi pada korban dan komunitas (Braithwaite, 2002).
Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan,
memberikan kesempatan kepada korban untuk didengar, dan mendorong pelaku untuk
bertanggung jawab secara aktif atas perbuatannya.

Perja 15/2020 menetapkan sejumlah kriteria ketat untuk penghentian penuntutan,
antara lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman tidak
lebih dari lima tahun, kerugian di bawah dua setengah juta rupiah, dan telah ada perdamaian
antara korban dan tersangka (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Kriteria ini
menunjukkan upaya Kejaksaan untuk membatasi penerapan keadilan restoratif hanya pada
kasus-kasus ringan, sehingga tidak menggerus prinsip kepastian hukum untuk tindak pidana
berat.

Dari perspektif gweckmissigkeit (kemanfaatan), kebijakan keadilan restoratif Kejaksaan
memiliki manfaat yang sangat besar. Kebijakan ini secara efektif mengurangi beban kerja
sistem peradilan pidana, yang seringkali kewalahan dengan kasus-kasus ringan (Priagung,
2020). Selain itu, penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat menghemat biaya negara
dan waktu, serta mencegah dampak negatif pemidanaan (labeling dan residivisme) bagi
pelaku (Waluyo, 2008).

Kebijakan ini juga menjawab tuntutan keadilan substantif (gerechtigkei?). Bagi korban,
keadilan restoratif menawarkan pemulihan yang lebih nyata, baik secara materiil maupun
psikologis, dibandingkan dengan proses pengadilan formal yang seringkali mengabaikan
kepentingan korban (Mulyadi, 2002). Bagi pelaku, kebijakan ini memberikan kesempatan
kedua untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke masyarakat, yang sejalan dengan
tujuan pemasyarakatan.

Untuk menganalisis kebijakan publik Kejaksaan ini, diperlukan pisau analisis yang
mampu menilai aspek kemanfaatan dan keadilan yang lebih luas. Dalam konteks hukum
Islam, konsep Maslahah al-Mursalah dalam Figh Siyasah menawarkan kerangka kerja yang
relevan (Al-Ghazali, 1993). Maslahah al-Mursalah adalah penetapan hukum atas dasar
kemaslahatan umum yang tidak memiliki dalil spesifik (nash) yang memerintahkan atau
melarangnya, namun sejalan dengan tujuan umum syariat (Maqashid al-Shari’ah) (Syatibi,
2004).

Landasan utama Maslahah al-Mursalah adalah Maqashid al-Shari’ah, yaitu tujuan-
tujuan syariat Islam yang mencakup pemeliharaan lima hal pokok (al-Kulliyat al-Khams):
agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Kamali, 2008).
Kebijakan publik, termasuk kebijakan hukum, harus diarahkan untuk mewujudkan dan
memelihara kelima tujuan ini. Keadilan restoratif, dengan fokusnya pada pemulihan
hubungan sosial dan pencegahan kejahatan berulang, secara langsung berkontribusi pada
pemeliharaan jiwa, akal, dan harta masyarakat.

Para ulama membagi maslahah menjadi tiga tingkatan: Daruriyyat (primer, esensial),
Hajiyyat (sekunder, komplementer), dan Tahsiniyyat (tersier, dekoratif) (Zuhaili, 2007).
Daruriyyat adalah kemaslahatan yang tanpanya kehidupan akan hancur (seperti lima al-
Kulliyat al-Khams). Hajiyyat adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menghilangkan
kesulitan dan memudahkan hidup. Tahsiniyyat adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan
kesempurnaan dan keindahan hidup.

Kebijakan keadilan restoratif Kejaksaan dapat dikategorikan sebagai Maslahah
Hajiyyat (Ys, 2025). Meskipun sistem peradilan pidana formal (retributif) telah memenuhi
Maslahah Daruriyyat (memelihara jiwa dan harta melalui penjatuhan hukuman), sistem
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tersebut menimbulkan kesulitan dan kerumitan (beban perkara, biaya, waktu). Keadilan
restoratif hadir untuk menghilangkan kesulitan (raf# al-hara)) tersebut, sehingga
meningkatkan efisiensi dan keharmonisan sosial.

Dalam kerangka Maslahah al-Mursalah, legitimasi kebijakan Kejaksaan tidak lagi
semata-mata bergantung pada eksplisitasi konstitusional, melainkan pada sejauh mana
kebijakan tersebut mewujudkan kemaslahatan umum yang sejalan dengan Magqashid al-
Shati’ah (Haq, 2023). Selama Petja 15/2020 terbukti efektif dalam memulihkan korban,
mereintegrasi pelaku, dan mengurangi beban sistem, maka kebijakan tersebut sah secara
moral dan etis sebagai Maslahah Mursalah yang diizinkan dalam Figh Siyasah (Suhaimi,
2025).

Dengan demikian, kebijakan keadilan restoratif Kejaksaan melalui Petja 15/2020,
meskipun menghadapi tantangan yuridis-konstitusional terkait kedudukan lembaga dan
fungsi non-tradisionalnya, menemukan landasan filosofis dan legitimasi yang kuat dalam
konsep Maslahah al-Mursalah (Jumantoro, 2025). Konsep ini menjembatani tuntutan
hukum positif Indonesia (terutama aspek kemanfaatan dan keadilan) dengan prinsip-prinsip
hukum Islam, menunjukkan sinergi antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai agama
dalam mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat
luas.

Kajian mengenai peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia,
khususnya terkait penerapan keadilan restoratif, telah menjadi subjek analisis dari berbagai
disiplin ilmu. Untuk memetakan posisi dan kebaruan penelitian ini, penting untuk meninjau
karya-karya relevan yang telah ada sebelumnya. Secara umum, literatur yang ada dapat
dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama: kajian hukum pidana yang berpusat pada
implementasi teknis keadilan restoratif, kajian Hukum Tata Negara (HTN) yang membahas
kedudukan kelembagaan Kejaksaan, dan kajian Figh Siyasah yang relevan dengan konsep
kemaslahatan publik.

Penelitian terdahulu mengenai Kejaksaan dan keadilan restoratif umumnya berfokus
pada aspek implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Petja 15/2020).
Kajian-kajian ini secara mendalam menganalisis efektivitas, tantangan, dan dampak
penerapan mediasi penal oleh jaksa terhadap efisiensi sistem peradilan. Misalnya, penelitian
oleh Ali (2021) dan Syarif (2023) secara konsisten menyimpulkan bahwa Petja 15/2020
efektif dalam mengurangi beban perkara di pengadilan. Namun, kedua penelitian tersebut
juga menyoroti tantangan yang sama, yaitu perlunya harmonisasi dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan adanya potensi disparitas dalam implementasi
di lapangan.

Sementara itu, dari perspektif Hukum Tata Negara, diskursus mengenai Kejaksaan
lebih banyak membahas tentang urgensi penempatan lembaga ini secara eksplisit dalam
konstitusi. Argumen utamanya adalah bahwa pengaturan konstitusional akan memberikan
landasan yang lebih kokoh bagi independensi dan akuntabilitas Kejaksaan. Para ahli seperti
Asshiddigie (2005) dan Huda (2018) menckankan pentingnya pengaturan yang jelas
mengenai lembaga negara di dalam konstitusi untuk menjamin keseimbangan antar lembaga
(checks _and balances). Posisi Kejaksaan yang sering dianggap berada di "wilayah abu-abu"
antara cabang cksekutif dan yudikatif menjadi sorotan utama dalam kajian-kajian ini.

Di sisi lain, kerangka filosofis keadilan restoratif itu sendiri banyak merujuk pada
karya para pionirnya, seperti Howard Zehr. Dalam karyanya, Zehr (2015) menjelaskan
bahwa esensi keadilan restoratif adalah pergeseran paradigma dari penghukuman pelaku
(retributive justice) menjadi pemulihan kerugian yang dialami korban dan perbaikan hubungan
sosial yang rusak akibat tindak pidana. Fokusnya adalah pada dialog, partisipasi, dan
pemenuhan kebutuhan semua pihak yang terlibat.
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Adapun dari perspektif hukum Islam, kajian Figh Siyasah menyediakan kerangka
kerja fundamental melalui konsep Maslahah al-Mursalah (kemaslahatan umum). Para
pemikir klasik seperti Al-Syatibi (t.t.) dalam karyanya Al-Muwafagat menguraikan bahwa
tujuan utama hukum Islam (Magqashid al-Syari'ah) adalah untuk melindungi lima nilai dasar:
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan publik yang bertujuan mencapai
kemaslahatan ini dapat dibenarkan. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan pula oleh Audah
(1992) dalam konteks hukum pidana Islam, menjadi relevan untuk menilai kebijakan negara
modern yang bertujuan mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan, seperti halnya
kebijakan keadilan restoratif.

Berdasarkan pemetaan di atas, terlihat adanya celah penelitian (research gap) yang
belum terisi. Belum ada studi yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis mengenai
fungsi mediasi penal Kejaksaan dari tiga sudut pandang sekaligus: legitimasi ketatanegaraan
(HTN), efektivitas implementasi (Keadilan Restoratif), dan justifikasi filosofis-religius (Figh
Siyasah).

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan karena
menggabungkan ketiga dimensi tersebut. Penelitian Syarif (2023) dan Ali (2021) diambil
sebagai titik awal untuk memahami dampak praktis kebijakan ini. Kemudian, dengan
menerapkan teori konstitusionalisme dari Asshiddigie (2005) dan Huda (2018), penelitian
ini menganalisis legitimasi fungsi mediasi penal Kejaksaan dari sudut pandang
ketatanegaraan. Konsep keadilan restoratif dari (Zehr, 2015) dijadikan sebagai objek kajian,
yang kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip Maslahah yang digagas oleh Al-
Syatibi (t.t.) dan Audah (1992). Penggabungan multidisipliner ini bertujuan untuk
menghasilkan analisis yang holistik mengenai legitimasi fungsi mediasi penal Kejaksaan,
serta merumuskan rekomendasi mengenai kedudukan ideal lembaga tersebut dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu dan identifikasi celah penelitian, fokus
penelitian ini diarahkan pada analisis kewenangan Kejaksaan dalam menerapkan keadilan
restoratif sebagai bagian dari kebijakan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.
Fokus utama penelitian terletak pada dua aspek yang saling berkaitan. Aspek pertama
berkaitan dengan praktik implementasi kewenangan keadilan restoratif oleh Kejaksaan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2020. Aspek kedua menempatkan kebijakan tersebut dalam kerangka normatif hukum
Islam, khususnya melalui konsep Maslahah al-Mursalah, untuk menilai kesesuaiannya dengan
prinsip kemaslahatan umum dan tujuan hukum.

Sejalan dengan fokus tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan
penelitian. Pertanyaan pertama mengkaji bagaimana implementasi kewenangan keadilan
restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam praktik penanganan perkara pidana. Pertanyaan
kedua menelaah bagaimana relevansi dan kesesuaian kebijakan keadilan restoratif tersebut
jika dianalisis berdasarkan konsep Maslahah al-Mursalah sebagai bagian dari kerangka Figh
Styasah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan  secara
komprehensif implementasi kewenangan keadilan restoratif yang dijalankan oleh Kejaksaan
berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan relevansi serta kesesuaian
kebijakan keadilan restoratif tersebut dengan konsep Maslahah al-Mursalah, sehingga dapat
memberikan landasan normatif dan filosofis bagi legitimasi penerapan keadilan restoratif
dalam sistem hukum Indonesia.
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METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada
pengkajian norma-norma hukum tertulis serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan
kewenangan Kejaksaan dalam penerapan keadilan restoratif. Pendekatan ini dipilih untuk
menelaah konstruksi hukum yang mengatur posisi dan fungsi Kejaksaan dalam sistem
peradilan pidana, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15
Tahun 2020. Penelitian yuridis-normatif memungkinkan analisis yang mendalam terhadap
koherensi dan legitimasi kebijakan keadilan restoratif sebagai bagian dari pembaruan
hukum pidana dan penegakan prinsip keadilan substantif.

Dalam kerangka metodologis tersebut, penelitian ini memadukan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk menganalisis hierarki serta konsistensi pengaturan Kejaksaan dalam
berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, hingga Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.
Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengelaborasi dan menguji konsep-konsep
kunci seperti negara hukum, konstitusionalisme, keadilan restoratif, dan Maslahah al-
Mursalah sebagai landasan teoretis dan filosofis analisis. Sementara itu, pendekatan
perbandingan digunakan untuk memperkaya perspektif dengan membandingkan
kedudukan Kejaksaan di Indonesia dengan lembaga sejenis di negara lain atau dengan
membandingkan konsep Maslahah al-Mursalah dengan konsep kemanfaatan dalam hukum
positif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum primer meliputt UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, KUHAP, serta Peraturan Kejaksaan Nomor
15 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa buku teks,
jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan Hukum Tata Negara, hukum acara
pidana, dan Figh Siasah. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui
interpretasi sistematis dan teleologis untuk memahami keterkaitan norma serta tujuan
pembentukannya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dengan merujuk pada
prinsip-prinsip umum Hukum Tata Negara dan konsep Maslahah al-Mursalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan

Keadilan restoratif atau Restorative [ustice adalah sebuah pendekatan dalam
penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula,
bukan pada pembalasan. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait
lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui dialog dan mediasi.
Tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan
menciptakan keharmonisan kembali di masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga yang berwenang melakukan
penuntutan, mengadopsi pendekatan ini sebagai terobosan hukum untuk mengatasi
kelemahan sistem peradilan pidana yang terkadang dirasa kurang adil dan hanya
berotientasi pada hukuman.

1. Tinjauan Yuridis Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Dasar hukum utama bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menerapkan
mekanisme keadilan restoratif adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Kejaksaan
Republik Indonesia, 2020). Peraturan ini merupakan tonggak penting dalam evolusi sistem
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peradilan pidana Indonesia, menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang
berfokus pada pembalasan dan penghukuman, menuju pendekatan yang lebih humanis dan
berorientasi pada pemulihan (Fadillah, 2023). Ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2020 dan
mulai betlaku sehari setelahnya, Perja No. 15/2020 memberikan kewenangan diskresioner
kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghentikan penuntutan suatu perkara
pidana, asalkan serangkaian syarat formil dan materil yang ketat terpenuhi (Kejaksaan
Republik Indonesia, 2020).

Filosofi yang mendasari lahirnya Perja ini adalah prinsip Keadilan Restoratif
(Restorative Justice), yang didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, Kotban, keluarga pelaku/Kotrban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020).
Tujuan utamanya adalah memulihkan keadaan seperti semula (restoration) dan bukan semata-
mata berorientasi pada pembalasan (retribution) (Widjayanti, 2021). Konsep ini mengakui
bahwa kejahatan tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga merusak hubungan
antarmanusia dan komunitas, sehingga pemulihan hubungan tersebut menjadi prioritas
(Tanugraha, 2022).

Peraturan ini secara eksplisit bertujuan untuk mengedepankan penyelesaian perkara
yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku, serta memulihkan keadaan yang
tergangeu akibat tindak pidana (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Dengan
memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, Kejaksaan berupaya
mencapal kesepakatan damai yang dapat memberikan kompensasi atau restitusi kepada
korban, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan
kembali ke masyarakat (Fauzi, 2022).

Syarat formil pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa Tersangka baru pertama kali
melakukan tindak pidana (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Ketentuan ini dikenal
sebagai asas primum non nocere dalam konteks penegakan hukum, yang berarti bahwa
mekanisme restoratif diprioritaskan bagi pelaku yang belum memiliki catatan kriminal
sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencegah stigmatisasi dan residivisme pada pelaku
kejahatan ringan, memberikan mereka kesempatan kedua tanpa harus melalui proses
peradilan pidana formal yang panjang dan traumatis (Widjayanti, 2021).

Syarat formil kedua berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana, yaitu tindak pidana
yang hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih
dari 5 (lima) tahun (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Batasan ancaman pidana ini
secara tegas membatasi penerapan keadilan restoratif hanya pada kasus-kasus kejahatan
ringan (petty crimes). Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara
kepentingan pemulihan dan kepentingan perlindungan masyarakat dari kejahatan serius
(Tanugraha, 2022).

Syarat formil ketiga menetapkan batasan nilai kerugian yang ditimbulkan atau nilai
barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Batasan moneter ini
memperkuat fokus Perja pada perkara-perkara yang memiliki dampak kerugian finansial
yang relatif kecil. Penetapan batas ini juga berfungsi sebagai indikator objektif untuk
membedakan kasus yang layak diselesaikan secara restoratif dari kasus yang memerlukan
penanganan pidana formal (Fauzi, 2022).

Syarat materil utama adalah adanya proses perdamaian antara Tersangka dan Korban
yang dilakukan tanpa paksaan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Proses ini harus
bersifat sukarela dan melibatkan musyawarah mufakat, di mana Jaksa bertindak sebagai
fasilitator yang memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan kesepakatan dicapai
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secara adil (Fadillah, 2023). Keberhasilan perdamaian ini menjadi inti dari keadilan
restoratif, karena menunjukkan adanya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan yang rusak.

Tersangka juga harus telah melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula,
misalnya dengan mengembalikan kerugian, memperbaiki kerusakan, atau memberikan
kompensasi (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Pemenuhan kesepakatan ini merupakan
bentuk tanggung jawab nyata dari pelaku. Perja No. 15/2020 menekankan bahwa
kesepakatan damai bukan hanya sekadar janji, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan
konkret yang memulihkan kerugian korban (Widjayanti, 2021).

Syarat materil yang sering menjadi sorotan adalah adanya respon positif dari
masyarakat (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Meskipun sulit diukur secara kuantitatif,
respon positif ini mencerminkan penerimaan komunitas terhadap hasil penyelesaian
perkara. Hal ini penting karena keadilan restoratif bertujuan untuk mengintegrasikan
kembali pelaku ke dalam masyarakat, dan dukungan komunitas adalah kunci keberhasilan
reintegrasi tersebut (Tanugraha, 2022).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peran sentral sebagai inisiator dan fasilitator
1. JPU tidak hanya bertindak sebagai penuntut, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya
mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Peran ganda ini menuntut JPU memiliki keahlian
interpersonal dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif,
melampaui tugas tradisionalnya (Fauzi, 2022).

Persetujuan Prosedur penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif melibatkan
mekanisme ekspose (gelar perkara) yang berjenjang dan ketat (Kejaksaan Republik
Indonesia, 2020). JPU yang menginisiasi akan mengajukan permohonan kepada Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajari). Kajari kemudian mengajukan permohonan ckspose kepada
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Proses ini
memastikan adanya kontrol kualitas dan konsistensi dalam penerapan kebijakan di seluruh
wilayah hukum Kejaksaan (Fadillah, 2023).

Keputusan akhir mengenai penghentian penuntutan berada di tangan Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung
(Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Hierarki persetujuan yang melibatkan pimpinan
tertinggi Kejaksaan ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan
restoratif adalah kebijakan strategis yang memerlukan akuntabilitas tingei. Hal ini juga
mencegah penyalahgunaan wewenang di tingkat operasional (Widjayanti, 2021).

Perja No. 15/2020 secara tegas mengecualikan sejumlah tindak pidana setius dari
penerapan keadilan restoratif (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Pengecualian ini
mencakup kejahatan terhadap keamanan negara, terorisme, dan korupsi. Rasionalisasinya
adalah bahwa kejahatan-kejahatan ini dianggap merusak kepentingan publik yang lebih luas
dan memerlukan penanganan pidana formal untuk menegakkan supremasi hukum dan
memberikan efek jera (Tanugraha, 2022).

Peraturan ini juga mengecualikan kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan
kesusilaan, dan kejahatan narkotika (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Pengecualian ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa dampak sosial dan moral dari kejahatan-kejahatan ini
terlalu besar untuk diselesaikan hanya melalui mekanisme perdamaian, meskipun korban
dan pelaku telah mencapai kesepakatan (Fauzi, 2022).

Petja No. 15/2020 merupakan implementasi dati asas oportunitas yang dimiliki oleh
Jaksa Agung, yaitu hak untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
(Fadillah, 2023). Meskipun demikian, Perja ini memberikan batasan dan prosedur yang
lebih terperinci dan terstruktur dibandingkan asas oportunitas tradisional, sehingga
memberikan kepastian hukum yang lebih besar dalam penerapannya (Yasa & Yuliartini,
2023).
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Perja No. 15/2020 memperkuat dan mempetjelas kebijakan keadilan restoratif yang
sebelumnya telah diatur dalam peraturan internal Kejaksaan. Kehadirannya memberikan
landasan hukum yang lebih kuat dan seragam, mengatasi ambiguitas yang mungkin ada
dalam praktik penuntutan sebelumnya (Widjayanti, 2021). Peraturan ini juga selaras dengan
semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang telah lebih dulu
mengadopsi konsep diversi dan restoratif (Tanugraha, 2022).

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Petja No. 15/2020 adalah
mengukur objektivitas dari syarat materil, terutama "respon positif masyarakat" 5. Kriteria
ini rentan terhadap interpretasi yang berbeda-beda di setiap daerah, yang berpotensi
menimbulkan ketidakseragaman dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan
pedoman teknis yang lebih rinci untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas (Fadillah,
2023).

Tantangan lain adalah memastikan bahwa proses perdamaian benar-benar dilakukan
tanpa paksaan dan menghasilkan pemulihan yang substantif bagi korban (Yasa & Yuliartini,
2023). Ada kekhawatiran bahwa dalam kasus-kasus tertentu, korban mungkin merasa
tertekan untuk menerima perdamaian, terutama jika ada ketidakseimbangan kekuasaan
antara pelaku dan korban. Peran JPU sebagai fasilitator yang independen sangat krusial di
sini (Widjayanti, 2021).

Petja No. 15/2020 telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi beban
perkara di pengadilan dan mempromosikan penyelesaian konflik yang lebih efektif dan
efisien (Tanugraha, 2022). Peraturan ini mendorong penegak hukum untuk melihat
kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai masalah sosial yang
memerlukan solusi komprehensif, bukan sekadar hukuman (Fauzi, 2022).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 adalah langkah
progresif dan visioner dari Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan yang sejati, yaitu
keadilan yang memulihkan. Keberhasilan implementasinya di masa depan akan sangat
bergantung pada komitmen Jaksa dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip restoratif, serta
kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang
(Yasa & Yuliartini, 2023).

2. Mekanisme dan Prosedur Penerapan Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif dalam lingkup Kejaksaan Republik Indonesia diatur
secara rinci melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Perja
No. 15/2020) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Peraturan ini tidak hanya menetapkan
syarat-syarat substantif, tetapi juga merumuskan mekanisme dan prosedur yang terstruktur
dan berjenjang, memastikan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
dilakukan secara akuntabel dan transparan (Fadillah, 2023). Prosedur ini merupakan jantung
dari implementasi kebijakan restoratif Kejaksaan, yang bertujuan untuk menggeser fokus
penegakan hukum dari retributif menuju pemulihan (Widjayanti, 2021).

Mekanisme yang diatur dalam Perja No. 15/2020 mencerminkan perubahan
paradigma mendasar dalam tugas Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU tidak lagi semata-mata
bertindak sebagai representasi negara yang menuntut hukuman, melainkan juga sebagai
fasilitator keadilan yang berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (Tanugraha,
2022). Prosedur ini dirancang untuk memberikan ruang bagi dialog dan musyawarah, yang
merupakan esensi dari keadilan restoratif, sebelum keputusan final mengenai penuntutan
diambil (Fauzi, 2022).

Langkah pertama dalam prosedur ini adalah Penelitian Berkas Perkara yang dilakukan
oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). JPU wajib
meneliti berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk memastikan apakah kasus
tersebut secara potensial memenuhi kriteria keadilan restoratif. Tahap ini krusial karena
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JPU harus memverifikasi pemenuhan syarat formil dan materil yang ditetapkan dalam Pasal
5 Petja No. 15/2020 (Yasa & Yuliartini, 2023).

Dalam penelitian berkas, JPU secara cermat memeriksa pemenuhan syarat formil,
seperti apakah tersangka adalah pelaku pertama kali (primum non nocere), apakah ancaman
pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan apakah nilai kerugian atau barang bukti tidak melebihi
Rp2.500.000,00 (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Selain itu, JPU juga mulai
mengidentifikasi potensi pemenuhan syarat materil, yaitu adanya korban yang jelas dan
kemungkinan tercapainya perdamaian yang substantif (Fadillah, 2023).

JPU akan menginisiasi proses keadilan restoratif dengan Menawarkan Upaya
Perdamaian kepada tersangka dan korban (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020).
Penawaran ini harus dilakukan secara terbuka dan tanpa paksaan, memastikan bahwa kedua
belah pihak memahami hak dan konsekuensi dari proses restoratif (Widjayanti, 2021).
Inisiasi ini menandai dimulainya fase dialog formal yang difasilitasi oleh Kejaksaan.

Peran JPU sangat penting sebagai fasilitator yang netral dan independen (Tanugraha,
2022). JPU bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif
bagi korban dan pelaku untuk berkomunikasi. Keberhasilan penawaran ini sangat
bergantung pada kemampuan JPU dalam membangun kepercayaan dan memastikan bahwa
proses dialog berjalan secara seimbang (Fauzi, 2022).

Tahap selanjutnya adalah Proses Mediasi atau dialog, yang merupakan inti dari
keadilan restoratif (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Proses ini melibatkan tersangka,
korban, dan keluarga kedua belah pihak. Perja No. 15/2020 juga memungkinkan
keterlibatan pihak lain yang terkait, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, penyidik, atau
kepala desa, yang berfungsi sebagai mediator atau penjamin sosial (Yasa & Yuliartini, 2023).

Fokus utama mediasi adalah mencari penyelesaian yang adil dan memulihkan
kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Fadillah, 2023). Ini mencakup pengakuan
kesalahan oleh pelaku, permintaan maaf, dan kesepakatan mengenai bentuk pemulihan,
seperti restitusi, kompensasi, atau kerja sosial (Widjayanti, 2021). Proses ini bertujuan untuk
memulihkan hubungan sosial yang rusak dan mengembalikan keseimbangan dalam
komunitas (Tanugraha, 2022).

Salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga dalam proses mediasi adalah sifat
sukarela dan tanpa paksaan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). JPU harus memastikan
bahwa kesepakatan damai yang dicapai benar-benar merupakan hasil musyawarah mufakat,
bukan karena tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini menjamin legitimasi dan
keberlanjutan dari kesepakatan yang dihasilkan (Fauzi, 2022).

Hasilnya harus dituangkan dalam sebuah Surat Perjanjian Kesepakatan Damai
(Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Dokumen ini merupakan bukti formal bahwa proses
restoratif telah berhasil dan memuat rincian kewajiban yang harus dipenuhi oleh tersangka,
serta bentuk pemulihan yang diterima oleh korban (Yasa & Yuliartini, 2023). Dokumentasi
ini menjadi dasar yuridis untuk langkah prosedural selanjutnya.

Prosedur Kejaksaan menekankan bahwa tersangka harus telah Memenuhi
Kesepakatan Damai tersebut secara nyata (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020).
Pemenuhan ini bisa berupa pengembalian barang, pembayaran ganti rugi, atau pelaksanaan
kerja sosial yang disepakati. Bukti pemenuhan ini menjadi syarat materil yang harus
diverifikasi oleh JPU sebelum mengajukan penghentian penuntutan (Fadillah, 2023).

JPU juga harus memastikan adanya Respon Positif Masyarakat terhadap penyelesaian
perkara tersebut (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Meskipun kriteria ini bersifat
kualitatif, JPU dapat memverifikasinya melalui keterangan tokoh masyarakat atau hasil
observasi lingkungan. Respon positif ini penting sebagai indikator bahwa masyarakat
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menerima kembali pelaku dan proses restoratif telah berhasil memulihkan ketertiban sosial
(Widjayanti, 2021).

JPU akan mengajukan Permohonan Penghentian Penuntutan secara berjenjang
(Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Permohonan ini harus disertai dengan laporan
lengkap proses restoratif, termasuk kesepakatan damai dan bukti pemenuhannya
(Tanugraha, 2022). Proses ini melibatkan mekanisme ekspose (gelar perkara) yang
dilakukan secara internal di Kejaksaan.

Permohonan penghentian penuntutan pertama-tama diajukan kepada Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajari) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Kajari, setelah meneliti
dan menyetujui, akan mengajukan permohonan ekspose kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
(Kajati) (Fauzi, 2022). Hierarki ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol ganda untuk
memastikan bahwa setiap keputusan penghentian penuntutan telah melalui kajian yuridis
dan sosiologis yang mendalam.

Keputusan final mengenai penghentian penuntutan berada di tingkat pusat, yaitu
pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), setelah mendapat persetujuan
dari Jaksa Agung (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Keterlibatan pimpinan tertinggi
Kejaksaan ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan adalah kebijakan strategis yang
memerlukan akuntabilitas tertinggi dan bertujuan untuk menjaga keseragaman penerapan di
seluruh Indonesia (Yasa & Yuliartini, 2023).

Kejaksaan akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)
berdasarkan keadilan restoratif (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). SKPP ini secara
resmi menghentikan proses penuntutan pidana terhadap tersangka, sehingga perkara
tersebut ditutup demi hukum (Fadillah, 2023). Penerbitan SKPP ini merupakan puncak dari
seluruh rangkaian prosedur restoratif.

Jika permohonan penghentian penuntutan ditolak pada salah satu tingkatan hierarki,
maka proses hukum akan Dilanjutkan ke Pengadilan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020).
Penolakan ini dapat terjadi jika ditemukan bahwa syarat formil atau materil tidak terpenuhi,
atau jika proses perdamaian dianggap tidak substantif atau tidak adil bagi korban
(Widjayanti, 2021). Keputusan penolakan ini harus didasarkan pada alasan yuridis yang
kuat.

Pendekatan prosedural ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan yang lebih
substantif bagi masyarakat, sekaligus secara signifikan Mengurangi Beban pada Sistem
Peradilan Pidana di Indonesia (Tanugraha, 2022). Dengan menyelesaikan perkara-perkara
ringan di luar pengadilan, sumber daya Kejaksaan dan pengadilan dapat difokuskan pada
penanganan kasus-kasus kejahatan serius (Fauzi, 2022).

Meskipun mekanismenya terstruktur, implementasi prosedur ini menghadapi
tantangan, terutama dalam memastikan kualitas mediasi dan objektivitas verifikasi respon
masyarakat (Yasa & Yuliartini, 2023). Diperlukan pelatihan intensif bagi JPU agar mereka
mampu menjalankan peran ganda sebagai penuntut dan fasilitator dengan profesionalisme
tinggi, serta mampu mendokumentasikan setiap tahapan proses secara akurat (Fadillah,
2023).

Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam Perja No. 15/2020 adalah kerangka
kerja yang progresif untuk mewujudkan keadilan substantif. Keberhasilan prosedur ini tidak
hanya diukur dari jumlah perkara yang dihentikan, tetapi dari sejauh mana proses tersebut
berhasil memulihkan kerugian korban, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pelaku,
dan mengembalikan harmoni sosial dalam masyarakat (Widjayanti, 2021).

Relevansi dan Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip
Maslahah al-Mursalah
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Kebijakan Keadilan Restoratif (Restorative Justice/R]) yang diinisiasi dan diterapkan
oleh Kejaksaan Republik Indonesia menunjukkan adanya titik temu yang signifikan dengan
prinsip-prinsip fundamental dalam hukum Islam, khususnya konsep Maslahah al-Mursalah.
Keselarasan ini bukan hanya bersifat permukaan, melainkan berakar pada tujuan utama dari
syariat Islam (maqashid asy-syariah), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan dan
manfaat) serta menolak kemudaratan (kerusakan dan bahaya) bagi seluruh umat manusia.
Jika hukum pidana konvensional sering kali berfokus pada penghukuman pelaku sebagai
bentuk pembalasan (retributif), maka Keadilan Restoratif menggeser paradigma tersebut ke
arah pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan
dengan semangat Maslabhah al-Mursalah, yang memberikan ruang bagi penetapan hukum
berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak diatur secara spesifik oleh dalil
Al-Qur'an atau Hadis.

Maslabah al-Mursalah secara harfiah berarti "kemaslahatan yang tidak dibatasi (oleh
dalil khusus)". Prinsip ini memungkinkan para ahli hukum Islam untuk berinovasi dalam
menetapkan suatu kebijakan atau hukum selama tujuannya adalah untuk mencapai kebaikan
yang nyata dan mencegah kerusakan. Dalam konteks Keadilan Restoratif, kemaslahatan ini
terwujud dalam berbagai aspek. Bagi korban, pendekatan ini memberikan kesempatan
untuk didengar, mendapatkan pengakuan atas penderitaannya, serta menerima ganti rugi
atau pemulihan yang lebih cepat dan nyata dibandingkan proses peradilan yang panjang.
Bagi pelaku, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan, R] membuka jalan untuk
pertobatan, perbaikan diri, dan reintegrasi sosial tanpa harus menanggung stigma sebagai
narapidana yang dapat menghancurkan masa depannya. Kebaikan ini jelas lebih besar
daripada sekadar memenjarakan pelaku, yang sering kali justru menimbulkan masalah baru
seperti kepadatan lembaga pemasyarakatan dan potensi residivisme.

Selanjutnya, jika ditinjau dari perspektif kemaslahatan yang lebih luas bagi
masyarakat, penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan RI membantu mengurangi
beban sistem peradilan pidana. Dengan menyelesaikan perkara di luar pengadilan, sumber
daya negara yang terbatas dapat dialokasikan untuk menangani kejahatan yang lebih serius
dan kompleks. Lebih dari itu, proses mediasi dalam RJ yang memulihkan hubungan sosial
dapat mencegah timbulnya konflik atau dendam berkepanjangan di tengah masyarakat.
Keadaan yang harmonis dan damai ini merupakan salah satu bentuk kemaslahatan publik
(al-maslahah al-'ammah) yang menjadi inti dari ajaran Islam. Dengan demikian, kebijakan
Keadilan Restoratif tidak hanya relevan, tetapi juga merupakan implementasi kontemporer
dari semangat Maslahah al-Mursalah, di mana hukum tidak dipandang secara kaku, melainkan
sebagai alat yang fleksibel untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan sosial.

1. Konsep Maslahah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum Islam

Prinsip Maslahah al-Mursalah (kemaslahatan yang dilepaskan) merupakan salah satu
pilar metodologi ijtihad dalam Ushul Figh (prinsip-prinsip hukum Islam) yang menegaskan
sifat adaptif dan universal syariat Islam. Dalam konteks perkembangan sosial dan hukum
yang dinamis, prinsip ini menjadi instrumen vital bagi para mujtahid untuk merumuskan
hukum atas persoalan-persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam
sumber-sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (Al-Ghazali, 1993).
Kemampuan Maslabah al-Mursalah untuk menjembatani teks normatif dengan realitas
empiris menjadikannya relevan dalam berbagai bidang, termasuk reformasi sistem peradilan
pidana, khususnya melalui pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan Masiahah
al-Mursalah sebagai dalil hukum, menguraikan relasinya yang erat dengan Magasid al-Shari'ab
(tujuan-tujuan syariat), dan mensintesiskan relevansinya dalam mendukung implementasi
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Keadilan Restoratif sebagai upaya mewujudkan perlindungan esensial (a/~-Dharuriyyat al-
Khams) dalam hukum pidana Islam.

a. Konsep dan Kedudukan Maslahah al-Mursalah dalam Ushul Figh
1) Definisi Etimologis dan Terminologis

Secara etimologis, Maslahah al-Mursalah terdiri dari dua kata: al-
maslahah yang berarti kemaslahatan atau manfaat, dan al-mursalah yang berarti
dilepaskan atau tidak terikat. Dalam terminologi Ushul Figh, Masiahah al-
Mursalah didefinisikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh
syar’t (pembuat hukum) sebagai hukum, dan juga tidak ada dalil yang
menolaknya, namun kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan umum
syatiat (Magqasid al-Shari'ah) (Khallaf, 2003). Konsep ini membedakannya dari
dua jenis maslahah lainnya:

(a) Maslabah al-Mu'tabarah (al-Maslahah al-Mu'tabarah): Kemaslahatan yang
didukung oleh dalil spesifik dari syat'i, seperti hukuman gishash untuk
menjaga jiwa (Hifzh al-Nafs).

(b) Maslahabh al-Mulghab (al-Maslahabh al-Mulghah): Kemaslahatan yang secara
cksplisit dibatalkan atau ditolak oleh dalil syar'i, seperti menyamakan
warisan laki-laki dan perempuan dengan alasan "keadilan sosial" yang
bertentangan dengan nash Al-Qur'an.

Maslahah al-Mursalah berada di antara keduanya, yaitu kemaslahatan
yang tidak memiliki dalil spesifik yang mendukung maupun menolaknya,
schingga memerlukan ijtithad berdasarkan semangat umum syariat.

2 Landasan Syar'i dan Teks Arab

Meskipun Maslahah al-Mursalah adalah dalil sekunder yang bersifat
ijtihadi, prinsip dasarnya berakar kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Landasan
utamanya adalah prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan (Zaysir wa raf'ul
haraj) dalam penetapan hukum.

Dalil Al-Qur'an: Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 185
sering dijadikan fondasi umum bagi prinsip maslahah, yang menunjukkan

bahwa tujuan syariat adalah untuk kemudahan manusia:
2
< =
| &

c;;gﬂ’gww“g wu.s L;:\fs, gx;ﬁ\wdj 3 Hlass e

B 5 o5 el i st 55 9558
;Mj”\r_eu ;::J\@J \)\,\uﬁw

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya
diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena
itn, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka
hendaklabh ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atan dalam perjalanan (lalu
ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu,
pada hari-hari yang lain .Allah menghendaki kemudaban bagimn, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimn ) .(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)
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Dalil Hadits dan Praktik Sahabat: Penggunaan Maslahab al-Mursalab
secara praktis telah dicontohkan oleh para Sahabat Nabi. Contoh klasik yang
sering dikutip adalah:

(a) Pengumpulan Al-Qur'an: Keputusan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq
untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Qur'an menjadi satu
mushaf setelah banyak penghafal gugur dalam Perang Yamamah.
Tindakan ini tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun
bertujuan untuk menjaga Hifzh al-Din (pemeliharaan agama) dari
kepunahan (Al-Bukhari, 1997).

(b) Penetapan Mata Uang dan Diwan: Kebijakan Khalifah Umar bin
Khattab dalam menetapkan mata uang khusus dan mendirikan Diwan
(lembaga administrasi negara) merupakan kebijakan yang didasarkan
pada kemaslahatan publik yang muncul seiring meluasnya wilayah
kekuasaan Islam.

Praktik ini menunjukkan bahwa para Sahabat, yang merupakan generasi
terbaik setelah Nabi, telah menggunakan pertimbangan kemaslahatan umum
sebagai dasar penetapan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan nash yang
ada.

Magasid al-Shari'ah sebagai Filter dan Tujuan Maslahah
(1) Hubungan Kausalitas Maslahah dan Maqasid

Magasid al-Shari'ah (tujuan-tujuan syariat) adalah kerangka filosofis yang
menjadi ruh dan filter utama bagi penerapan Maslahah al-Mursalah. Imam al-
Shatibi, dalam karyanya al-Muwafaqat, adalah ulama yang paling gencar
mengaitkan kedua konsep ini, menyatakan bahwa tujuan utama syariat adalah
mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia di dunia
dan akhirat (Al-Shatibi, 2004).

Maslabah al-Mursalah hanya dapat diterima sebagai dalil hukum jika ia
secara nyata dan substansial mengarah pada pencapaian Maqasid al-Shari'ah.
Tanpa keterikatan pada Maqasid, Maslahah al-Mursalah akan menjadi istthsan
(penilaian baik) yang subjektif dan berpotensi menyimpang.

(2) Al-Dharuriyyat al-Khams (Lima Kebutuhan Esensial)

Magasid al-Shari'ah berpusat pada perlindungan lima kebutuhan esensial

(al-Dharuriyyat al-Khams), yang merupakan tujuan tertinggi syariat:
T Tabel 6
Kebutuhan Esensial dan Tujuan Perlindungan

No. Teks Arab Kebutuhan Tujuan Perlindungan
Esensial
cpall Jaia Pemeliharaan Men]arpm kebebasan
1 Hifrh al.Di Aoama beribadah dan
(Hifzh al-Din) & keyakinan.
il i . . Menjamin
2 ) Pemeliharaan Jiwa | keselamatan dan hak
(Hifzh al-Nafs) .
hidup.
3 Jinl) L P lih Akal | k Menjamti)n iki
(Hifzh al-Ad)) emeliharaan Aka emampuan berpikir
dan bernalar.
4 Jauill Jaés Pemeliharaan Menjamin
Maslahah) Keturunan kelangsungan
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(Mursalah keturunan dan
kehormatan.
: Jlal) Laia — " I\é[enjamin ial'i milik
(Hifzh al Mal) emeliharaan Harta an trarslzi si yang

Setiap hukum yang ditetapkan melalui Maslabah al-Mursalah harus

berkontribusi pada perlindungan salah satu atau lebih dari lima hal ini.
Sintesis Maslahah al-Mursalah dan Keadilan Restoratif
1) Keadilan Restoratif sebagai Manifestasi Maslahah

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah paradigma penyelesaian
perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku,
dan masyarakat, alih-alih hanya berfokus pada penghukuman pelaku (Zehr,
2015b). Dalam konteks Ushul Figh, penerapan Keadilan Restoratif dapat
dipandang sebagai manifestasi kontemporer dari Maslahah al-Mursalabh.

Pendekatan konvensional (refributif) seringkali menimbulkan mafsadah
(kerusakan) baru, seperti rusaknya hubungan sosial, stigma permanen, dan
beban ekonomi bagi keluarga pelaku dan negara. Sebaliknya, Keadilan
Restoratif, melalui mediasi penal dan kompensasi, berupaya mewujudkan
maslahah yang lebih besar, yaitu pemulihan kerugian korban dan reintegrasi
pelaku.

(2) Perlindungan Tiga Aspek Dharuriyyat al-Khams

Keadilan Restoratif secara substansial bertujuan untuk mewujudkan
petlindungan terhadap tiga aspek al-Dharuriyyat al-Khams yang sering terancam
oleh proses peradilan pidana konvensional:

Tabel 3.4
Kontribusi Keadilan Restoratif

No. Kebutuhan Ancaman d.alanll Sistem Kontribusi Keadilan Restoratif
Esensial Retributif
Trauma psikologis dan . S .
Hifzh al-Nafs emosional yang dialami Memulihkan kogd1s1 p§1kolog1s
. . korban melalui permintaan
1 (Pemeliharaan korban akibat proses .
. . i maaf, kompensasi, dan rasa
Jiwa) peradilan yang panjang dan Aman
konfrontatif. '
Rusaknya keutuhan keluarga | Menjaga keutuhan keluarga dan
5 Mgﬁiﬁ;ﬁﬁgﬁab pelaku dan korban, serta meminimalkan stigma sosial,
Keturunan) stigma sosial yang ditanggung | terutama dalam kasus pidana
s oleh keturunan pelaku. ringan atau anak.
: Kerugian materiil korban Memasn.kan adanya .
Hifzh al-Mal . : kompensasi atau restitusi
. yang tidak terkompensasi dan
3 (Pemeliharaan . . langsung kepada korban, serta
biaya besar yang dikeluarkan . .
Harta) . mengurangi beban biaya
negara untuk pemenjaraan. .
pemenjaraan negara.

Dengan demikian, penetapan hukum yang mengedepankan Keadilan

Restoratif, terutama untuk kasus-kasus ta'zir (pidana yang hukumannya tidak
ditetapkan secara spesifik oleh nash), adalah sah secara syar'i karena didasarkan
pada prinsip Maslahah al-Mursalah yang bertujuan untuk mencapai Maqasid al-
Shari'ah (Waris, 2025).
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Analisis Mendalam: Fleksibilitas Hukum Islam
(1) Kiriteria Penerimaan Maslahah al-Mursalah

Para ulama Ushul Figh menetapkan kriteria ketat agar Maslahah al-
Mursalah tidak disalahgunakan menjadi penetapan hukum yang subjektif.
Kriteria utama yang harus dipenuhi adalah:

(a) Kemaslahatan harus bersifat umum (kw/liyah), bukan kemaslahatan
individu (jug'iyyah).
(b) Kemaslahatan harus bersifat hakiki (bagigiyah), bukan sekadar dugaan

(wabmiyab).

(c) Kemaslahatan harus sejalan dengan Magasid — al-Shari'ah, tidak
bertentangan dengan nash Al-Qut'an, Sunnah, atau ijma' (Al-Zuhayli,

2001).

Penerapan Keadilan Restoratif memenubhi kriteria ini. Ia bersifat umum
karena bertujuan untuk memulihkan ketertiban sosial dan mengurangi beban
sistem peradilan. Ia bersifat hakiki karena secara empiris terbukti lebih efektif
dalam memulihkan korban dan mencegah residivisme dibandingkan
pemenjaraan jangka pendek. Dan yang terpenting, ia sejalan dengan Maqasid
al-Shari'ah karena secara langsung melindungi jiwa, keturunan, dan harta.

(2) Peran Maslahah dalam Menjaga Universalitas Hukum

Maslahah al-Mursalah adalah kunci yang menjadikan hukum Islam
bersifat luwes (murunah), adaptif, dan universal. Tanpa prinsip ini, hukum Islam
akan terperangkap dalam literalitas teks (wash) dan kesulitan menjawab
tantangan zaman yang terus berubah.

Dalam konteks Keadilan Restoratif, Maslahah al-Mursalah memberikan
legitimasi bagi otoritas hukum Islam (hakim atau pemerintah) untuk memilih
solusi yang paling maslahat bagi masyarakat, bahkan jika solusi tersebut
merupakan inovasi yang tidak dikenal pada masa Nabi, seperti mediasi penal
atau rehabilitasi narkotika berbasis komunitas (Muttawadi, 2025). Ini
menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur, tetapi juga melayani
kemaslahatan umat.

Maslahah al-Mursalah adalah metodologi ijtthad yang esensial, berfungsi sebagai
jembatan antara teks suci dan realitas kehidupan yang kompleks. Prinsip ini, yang disaring
dan diarahkan oleh Magasid al-Shari'ah, memberikan landasan teologis dan filosofis yang
kuat bagi reformasi hukum Islam kontemporer.

Keadilan Restoratif, dengan fokusnya pada pemulihan dan rekonsiliasi, adalah contoh
nyata dari penerapan Maslabah al-Mursalah dalam bidang hukum pidana. Dengan
mengedepankan perlindungan terhadap Hifzh al-Nafs, Maslahah Mursalah, dan Hifzh al-Mal,
Keadilan Restoratif membuktikan bahwa hukum Islam, melalui prinsip maslahah,
senantiasa berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan luhur syariat, menjadikannya sistem
hukum yang relevan, manusiawi, dan berkeadilan di setiap masa.

2. Penerapan Prinsip Maslahah dalam Kebijakan Keadilan Restoratif Kejaksaan

Kebijakan Keadilan Restoratif (R]), yang secara formal diatur dalam Peraturan
Kejaksaan (Perja) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,
menandai sebuah lompatan progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kebijakan ini
dapat dipandang sebagai bentuk ijtthad—sebuah penalaran hukum yang inovatif—dalam
kerangka hukum positif nasional. Secara substansial, langkah ini sangat sejalan dengan
prinsip Maslahah al-Mursalah dalam hukum Islam, yang mengedepankan pencapaian
kemaslahatan umum yang tidak diatur secara spesifik oleh dalil. R] secara fundamental
menggeser paradigma peradilan dari yang semula berorientasi pada pembalasan (retributive
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justice) menjadi pendekatan yang berfokus pada pemulihan (restorative justice). Fokus
utamanya adalah memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, memastikan
adanya ganti rugi bagi korban, serta mendorong rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan
komunitas yang terdampak.

Penerapan R] oleh Kejaksaan merupakan manifestasi konkret dari upaya untuk
mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar (al-maslahah al-'ammah). Daripada sekadar
menghukum pelaku melalui mekanisme pidana formal, pendekatan ini bertujuan mencegah
berbagai dampak negatif yang sering kali menyertainya. Proses peradilan konvensional,
terutama yang berujung pada penahanan, tidak hanya memberikan stigma sosial yang sulit
dihilangkan bagi pelaku, tetapi juga sering kali menimbulkan kerugian finansial dan
psikologis yang lebih dalam bagi semua pihak, termasuk keluarga pelaku. Dengan
menghentikan penuntutan dalam kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat, Kejaksaan
memprioritaskan pemulihan kerugian korban secara langsung dan cepat, sambil
memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa harus melalui proses
pemenjaraan yang berpotensi merusak masa depannya.

Kemaslahatan yang dicapai melalui kebijakan R] ini dapat dianalisis lebih dalam
melalui tiga aspek fundamental dari Hifzh (pemeliharaan) dalam kerangka Maqasid al-
Shari'ah (tujuan-tujuan syatriat):

(a) Hifzh al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa dan Kehidupan): Kebijakan R] melindungi
pelaku dari dampak destruktif pemenjaraan, seperti potensi kekerasan, pergaulan
dengan kriminal yang lebih berat, dan tekanan psikologis yang dapat merusak
kesehatan mental dan fisik. Di sisi lain, bagi korban, pemulihan yang cepat dan
proses mediasi yang damai dapat membantu memulihkan kondisi psikologis
mereka dari trauma, sehingga jiwa mereka lebih terlindungi.

(b) Hifzh al-Mal (Pemeliharaan Harta): Dari perspektif korban, R] memberikan
mekanisme yang jauh lebih efektif untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian
materiil yang diderita. Proses litigasi yang panjang sering kali tidak menjamin
pemulihan kerugian, bahkan bisa memakan biaya lebih besar. Bagi pelaku, R]
memungkinkan mereka untuk tetap produktif secara ekonomi dan menggunakan
hartanya untuk memberikan kompensasi, bukan terkungkung di penjara tanpa
penghasilan. Bagi negara, pendekatan ini mengurangi beban biaya penahanan
dan proses peradilan yang mahal.

(c) Hifzh al-Irdh (Pemeliharaan Kehormatan dan Harga Diri): Proses peradilan
pidana formal sering kali melucuti kehormatan pelaku dengan memberikan
stigma sebagai "narapidana" atau "kriminal". Kebijakan R], melalui mediasi dan
kesepakatan damai, menjaga harga diri pelaku dengan memberinya kesempatan
untuk memperbaiki kesalahan secara bertanggung jawab tanpa labelisasi negatif.
Di saat yang sama, kehormatan korban juga dipulihkan karena pengakuannya
didengar, kerugiannya diakui, dan ia ditempatkan sebagai pusat dari proses
penyelesaian masalah, bukan sekadar sebagai saksi dalam persidangan.

Dengan demikian, kebijakan Keadilan Restoratif yang diterapkan Kejaksaan bukan
hanya sebuah terobosan hukum, tetapi juga sebuah praktik yang selaras dengan nilai-nilai
keadilan substansial dan kemaslahatan universal yang terkandung dalam prinsip-prinsip
hukum Islam.

b. Aspek Pemeliharaan Jiwa (Hifzh al-Nafs)

Sistem peradilan pidana konvensional, yang berfokus pada retribusi dan
hukuman, seringkali gagal dalam mencapai tujuan keadilan yang sejati. Fokus
utama pada penjatuhan sanksi, terutama penahanan dan pemenjaraan,
menimbulkan kerugian yang melampaui batas fisik, merambah ke dimensi
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psikologis dan sosial yang mendalam (Smith, 2025). Dalam kerangka filsafat
hukum Islam, tujuan utama syariat (Magasid al-Shari'ah) adalah untuk mencapai
kemaslahatan umat, yang salah satunya diwujudkan melalui Pemeliharaan Jiwa
(Hifzh al-Nafs) (Al-Raysuni, 20006). Prinsip ini tidak hanya menuntut perlindungan
fisik dari ancaman, tetapi juga pemeliharaan kesehatan mental, martabat, dan masa
depan individu dari kerusakan yang disebabkan oleh proses hukum itu sendiri.
Paradigma konvensional, yang didominasi oleh negara sebagai pihak yang
dirugikan (state-centered), cenderung mengabaikan kebutuhan emosional dan
psikologis korban serta potensi pemulihan pelaku. Penahanan dan pemenjaraan,
meskipun bertujuan menghukum, dapat merusak jiwa dan masa depan seseorang,
serta menimbulkan trauma bagi keluarga (Zehr, 2015). Kerusakan psikologis ini,
yang dikenal sebagai prisonization atau dampak negatif jangka panjang dari stigma
kriminal, secara fundamental bertentangan dengan semangat Hifzh al-Nafs yang
berupaya menjaga integritas dan kesejahteraan jiwa manusia (Sirait, 2024).
(1) Restorative Justice sebagai Perwujudan Hifzh al-Nafs
Keadilan Restoratif (Restorative Justice - R]) muncul sebagai antitesis yang
menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan holistik, selaras dengan
prinsip Hifzh al-Nafs. R] mengalihkan fokus dari penghukuman (what law has
been broken?) menjadi pemulihan kerugian (who bas been harmed and what are their
needs?), sehingga secara langsung mewujudkan pemeliharaan jiwa bagi semua
pihak yang terlibat (Waris, 2025).
Perlindungan Psikologis Korban

R] mewujudkan Hifzh al-Nafs bagi korban melalui pemberian ruang
yang aman untuk didengarkan (voice) dan diakui (validation). Dalam proses
RJ, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak kejahatan
secara langsung kepada pelaku, sebuah proses yang krusial untuk
pemulihan emosional dan psikologis (Umbreit, 2018). Pengakuan atas
kerugian yang dialami dan partisipasi aktif dalam menentukan hasil
pemulihan adalah bagian penting dari pemeliharaan jiwa, yang seringkali
terampas dalam sistem peradilan konvensional.

Pemulihan ini melampaui kompensasi materi; ia mencakup
pemulihan rasa aman, martabat, dan kontrol diri yang hilang akibat
kejahatan. Ketika korban merasa didengarkan dan kerugian mereka diakui,
proses penyembuhan psikologis dapat dimulai, yang merupakan inti dari
petlindungan Hifzh al-Nafs (Shihab, 2002).

Pencegahan Stigma Sosial dan Pemulihan Pelaku

Bagi pelaku, R] berfungsi sebagai mekanisme pencegahan stigma
sosial yang mendalam. Dengan menghentikan penuntutan atau
menghindari pemenjaraan, terutama untuk tindak pidana ringan, R] secara
efektif mencegah rusaknya reputasi dan masa depan pelaku
(Boukerroucha, 2015). Pemenjaraan, yang seringkali menjadi sekolah
kejahatan, digantikan dengan proses akuntabilitas yang konstruktif, di
mana pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan
memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Proses ini menjaga jiwa pelaku dari penderitaan psikologis dan
sosial yang berkepanjangan akibat label kriminal. RJ memandang pelaku
sebagai individu yang bertanggung jawab yang dapat direintegrasikan,
bukan sebagai residivis yang harus diisolasi. Hal ini sejalan dengan
pandangan Islam bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk bertaubat
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dan memperbaiki diri, sehingga jiwanya terhindar dari keputusasaan dan
kerusakan moral (Kholiq, 2023).
(2) Pemulihan Hubungan Sosial (Hifzh al-Nafs al-Jama')

Pada tingkat komunitas, R] memelihara ketenangan jiwa masyarakat
secara kolektif (Hifzh al-Nafs al-Jama'i). Kejahatan merusak tatanan sosial; R]
berupaya memperbaiki retakan tersebut melalui proses rekonsiliasi dan
reintegrasi. Dengan mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai individu
yang bertanggung jawab, bukan sebagai residivis, RJ secara kolektif memelihara
ketenangan jiwa masyarakat dan memperkuat kohesi sosial (Mikroj, 2023).

Pendekatan ini menekankan sulh (perdamaian) dan ishlah (perbaikan)
sebagal tujuan akhir, yang jauh lebih bermanfaat bagi jiwa kolektif daripada
sekadar pembalasan. Ketika masyarakat melihat bahwa keadilan telah
ditegakkan melalui pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya hukuman, rasa
aman dan kepercayaan sosial akan pulih (Nurlang, 2023).

(3) Landasan Syar'i: Al-"Afwu, Sulh, dan Ushul Figh

Konvergensi antara R] dan Hifzh a/-Nafs memiliki landasan yang kuat
dalam hukum Islam, terutama melalui konsep al-'"Afwu (pemaafan) dan Sulh
(perdamaian/rekonsiliasi). Al-Qut'an secara eksplisit mendorong pemaafan
sebagai tindakan yang lebih utama daripada pembalasan, terutama dalam kasus-
kasus yang melibatkan hak individu (haqq al-adamiy). Prinsip ini secara
langsung mendukung semangat R] untuk mencari solusi yang memulihkan
daripada menghukum.

& P _
/!31 -0 T -5 . D/a g PP < ) z _ o .
Sl \s‘f adl =5 q)j""“j\'j t\'*:’b sls as G A 4 Oy

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)
membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang
demikian itn adalab suatu keringanan dari Tuban kamn dan suatu rabmat) QS. Al-
Bagarah : 178 (Al-Raysuni, 2000)

Ayat ini, yang berbicara tentang kasus qgisas (pembalasan), secara jelas
memberikan opsi pemaafan (al-'afwu) dan pembayaran diyat (kompensasi),
yang merupakan bentuk keadilan restoratif. Pemaafan ini disebut sebagai
"suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat," menunjukkan bahwa
solusi yang mengedepankan belas kasih dan pemulihan lebih disukai secara
syar'l. Ayat lain yang menguatkan adalah:

CARERNEEI FE I A e

Jadilah engkan pemaaf dan surublah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah
dari pada orang-orang yang bodob. (OS. Al-A'raf 7: 199) (Al-Qur’an dan Terjemah,
2020)

Ayat ini merupakan perintah langsung untuk mengambil jalan pemaafan

(al-'afwn) sebagai landasan interaksi sosial, yang secara fundamental mendukung
pendekatan restoratif dalam menyelesaikan konflik pidana.
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(4) Dalil Hadits tentang Kemuliaan Memaafkan
Sunnah Nabi Muhammad SAW juga menguatkan pentingnya pemaafan
dan menghindari hukuman yang keras jika memungkinkan, sejalan dengan
upaya pemeliharaan jiwa.

Zo~- 3G

e V) yin, 1358 435 G

Tidaklah Allah menambabkan bagi seorang hamba dengan pemaafan kecnali kemuliaan .
JHR. Mustips (Muslim, n.d.)

Hadits ini menegaskan bahwa pemaafan tidak mengurangi martabat,
melainkan justru menambah kemuliaan. Dalam konteks RJ, pemaafan yang
diberikan oleh korban kepada pelaku adalah manifestasi tertinggi dari Hifzh al-
Nafs, karena ia membebaskan kedua belah pihak dari beban dendam dan
hukuman yang merusak jiwa.

(5) Prinsip Ushul Figh: Mengutamakan Kemaslahatan (Maslahah)

Dalam kerangka Ushul Figh, penerapan R] dapat dibenarkan melalui
prinsip Maslahah Mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara spesifik
tetapi sejalan dengan tujuan syariat) (Al-Ghazali, 1993).

Prinsip Ushul Figh: Maslahah Mursalah: Tindakan atau hukum yang
ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) umum, di mana tidak ada
dalil spesifik yang memerintahkan atau melarangnya, namun sejalan dengan
tujuan umum syariat (Maqasid al-Shari'ah).

RJ, dengan fokusnya pada pemulihan, reintegrasi, dan pencegahan
kerusakan psikologis, secara nyata mencapai Maslahah yang lebih besar,
terutama dalam konteks Hifzh al-Nafs, dibandingkan dengan penjatuhan
hukuman retributif semata (Munir, 2024). R] mencegah kerusakan jiwa akibat
penjara dan stigma, yang merupakan kerusakan yang harus dihindari
(mafsadah). Hal ini sejalan dengan kaidah figh yang sangat fundamental:
Kaidah Figh:

° ° o PP ”a _
ém‘ s Je ?JJ.; sl 233

Menghindari kernsakan (mafsadah) didabulukan daripada mengambil manfaat (maslahab)
(Al-Shatibi, 2004)

Dalam konteks ini, kerusakan jiwa dan sosial akibat pemenjaraan
konvensional (mafsadah) harus dihindari, bahkan jika itu berarti mengorbankan
manfaat retributif dari hukuman penjara. Oleh karena itu, RJ, yang bertujuan
menghilangkan mafsadah tersebut, menjadi pilihan yang lebih utama berdasarkan
kaidah figh.

Keadilan Restoratif bukan sekadar alternatif prosedural, melainkan sebuah
paradigma yang secara mendalam berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan
spiritual, khususnya prinsip Hifzh al-Nafs. Dengan memprioritaskan pemulihan
psikologis korban, pencegahan stigma pelaku, dan rekonsiliasi sosial, R]
mewujudkan tujuan syariat untuk memelihara jiwa dari kerusakan yang
ditimbulkan oleh kejahatan dan proses peradilan itu sendiri (Zehr, 2015). Integrasi
RJ dalam sistem hukum modern adalah langkah progresif yang mengembalikan
keadilan pada hakikatnya: sebuah proses yang memanusiakan, memulihkan, dan

Jurnal Mediasas, Vol. 8, No. 4, 2025 994



The Constitutional Position of the Public Prosecutor’s Office

Faizal et al.,
DOI: 10.58824/mediasas.v8i4.507

memelihara kesejahteraan jiwa individu dan masyarakat (Arafat, 2025 ; Thamsir et
al.,, 2025).
Aspek Pemeliharaan Harta (Hifzh al-Mal)

Sistem peradilan pidana konvensional, yang didominasi oleh fokus retributif,
seringkali hanya menawarkan keadilan simbolis bagi korban kejahatan harta benda.
Meskipun pelaku dihukum, kerugian materiil yang diderita korban seringkali
terabaikan, dan proses peradilan yang panjang justru memicu biaya sosial dan
ekonomi yang besar (Furman, 2012). Dalam kerangka filsafat hukum Islam, tujuan
utama syariat (Magasid al-Shari'ah) adalah untuk mencapai kemaslahatan umat,
yang salah satunya diwujudkan melalui Pemeliharaan Harta (Hifzh al-Mal) (Al-
Raysuni, 2006). Prinsip ini menuntut perlindungan harta individu dari segala
bentuk perampasan, kerusakan, dan pemanfaatan yang tidak sah, serta memastikan
bahwa kerugian yang terjadi dapat dipulihkan secara efektif.

Paradigma konvensional, dengan penekanan pada pemenjaraan, secara
ironis justru gagal dalam mewujudkan Hifzh al-Mal secara komprehensif. Korban
tidak mendapatkan kembali hartanya, sementara negara harus menanggung biaya
operasional peradilan dan penahanan yang sangat mahal, yang bersumber dari
harta publik (Bayt al-Mal) (Wood, 2015). Lebih jauh, pemenjaraan menghilangkan
produktivitas pelaku, memutus sumber nafkah keluarga, dan secara kolektif
merugikan  perekonomian. Kerugian ganda ini menunjukkan adanya
ketidakselarasan antara sistem retributif dan tujuan syariat untuk memelihara
harta.

(1) Restorative Justice sebagai Mekanisme Pemeliharaan Harta

Keadilan Restoratif (Restorative Justice - K]) menawarkan solusi yang lebih
selaras dengan prinsip Hizh al-Mal dengan mengalihkan fokus dari
penghukuman kepada pemulihan kerugian. R] secara cksplisit menekankan
akuntabilitas pelaku dalam bentuk tanggung jawab materiil, yang secara
langsung berkontribusi pada pemeliharaan harta bagi korban, negara, dan
bahkan keluarga pelaku (Salim et al., 2021).

a) Restitusi dan Kompensasi: Pemulihan Harta Korban

Inti dari R] dalam kasus kejahatan harta benda adalah restitusi dan

kompensasi. RJ secara eksplisit menekankan pada pemulihan kerugian

korban melalui ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku. Ini adalah bentuk
paling langsung dari pemeliharaan harta korban, yang seringkali terabaikan
dalam sistem peradilan pidana konvensional yang lebih fokus pada denda

yang masuk ke kas negara (Qafisheh, 2012).

Proses restitusi dalam R] memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab

secara finansial atas kerugian yang ditimbulkan, baik kerugian materiil

langsung maupun kerugian tidak langsung, seperti biaya pengobatan atau
kehilangan pendapatan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Dhaman

(liabilitas atau ganti rugi) dalam Figh Muamalat, di mana setiap orang yang

merusak harta orang lain wajib menggantinya (Al-Zuhayli, 2003). Dengan

demikian, RJ mengembalikan hak korban atas hartanya, yang merupakan
manifestasi nyata dari Hifzh al-Mal.
b) Efisiensi Biaya dan Perlindungan Harta Publik

Sistem peradilan pidana konvensional menanggung biaya operasional yang

sangat besar, mencakup biaya penyidikan, penuntutan, persidangan, dan

yang paling signifikan, biaya penahanan (Jones et al., 2023). Biaya-biaya ini

ditanggung oleh negara, yang berarti menggunakan harta publik (Bay? a/-
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Mal). Penggunaan RJ, terutama melalui penghentian penuntutan atau
diversi, secara efektif menghindari biaya operasional peradilan yang mahal
ini.
Penelitian ekonomi menunjukkan bahwa R] memiliki potensi untuk
menghasilkan pengembalian investasi sosial (Social Return on Investment -
SROI) yang substansial, terutama melalui pengurangan residivisme dan
penghematan biaya CJS (UNODC, n.d.)). Dana publik yang dihemat ini
dapat dialihkan untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti pendidikan atau
kesehatan, yang secara kolektif mewujudkan Hifzh al-Mal pada tingkat
negara.
¢) Pemeliharaan Produktivitas Pelaku dan Keluarganya
Pemenjaraan tidak hanya membebani negara, tetapi juga menghancurkan
kapasitas ekonomi pelaku dan keluarganya. Pelaku yang dipenjara
kehilangan pekerjaan dan produktivitas, yang berarti hilangnya sumber harta
bagi keluarganya dan terputusnya potensi pembayaran restitusi kepada
korban (Boukerroucha, 2015).
RJ, dengan mengutamakan alternatif non-penahanan, memungkinkan
pelaku untuk tetap bekerja dan produktif. Dengan demikian, pelaku dapat
memenuhi kewajiban restitusi kepada korban dan menafkahi keluarganya.
Hal ini secara tidak langsung memelihara harta keluarga pelaku dari
kemiskinan dan keterpurukan ekonomi, yang merupakan dimensi penting
dari Hifzh al-Mal yang bersifat preventif (Watis, 2025).
(2) Landasan Syat'i: Larangan Kezaliman dan Kewajiban Ganti Rugi
Konvergensi antara R] dan Hifzh al-Mal memiliki landasan yang kokoh
dalam hukum Islam, yang secara tegas melarang perampasan harta secara batil
dan mewajibkan ganti rugi.
a) Dalil Al-Qur'an tentang Larangan Mengambil Harta Secara Batil

Al-Qur'an secara fundamental melarang segala bentuk kezaliman dalam
urusan harta, yang menjadi dasar bagi kewajiban restitusi dalam R]J.

BZ &yet ol V) ol nimi st Y LT sl g
G
c=e 21 o

Wabhai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamaniu
dengan _jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlakn atas dasar
suka sama suka di antara kamn .(QS. An-Nisa:29)

Ayat ini menetapkan prinsip dasar bahwa harta harus diperoleh dan
dialihkan melalu cara yang sah (haq), seperti perdagangan yang saling rela.
Kejahatan harta benda adalah bentuk batil yang dilarang, dan RJ, melalui
restitusi, berupaya membatalkan efek dari perbuatan batil tersebut dengan
mengembalikan harta kepada pemiliknya yang sah (Shihab, 2002).
b) Dalil Hadits tentang Kesucian Harta

Sunnah Nabi Muhammad SAW menegaskan kesucian harta seorang Muslim
setara dengan kesucian darah dan kehormatannya, yang menuntut
perlindungan maksimal.
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Sesunggnbnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas
kalian, sebagaimana haramnya hari kalian inz, di bulan kalian ini, di negeri kalian

ini .(HR. Bukhari dan Muslin) (Bukhari, n.d)

Hadits ini, yang disampaikan pada Haji Wada', menempatkan perlindungan
harta sebagai salah satu hak asasi yang paling fundamental. RJ, dengan
fokusnya pada pemulihan harta korban, secara langsung menjunjung tinggi
kesucian harta ini, berbeda dengan hukuman penjara yang tidak
memberikan manfaat materiil langsung kepada korban (Arafat, 2025).
¢) Prinsip Ushul Figh: Kewajiban Ganti Rugi (Dhaman)

Dalam Ushul Figh, kewajiban ganti rugi atas kerusakan harta didasarkan
pada kaidah yang sangat jelas, yang mendukung penuh prinsip restitusi
dalam RJ. Kaidah Figh:

s afas s I o
.l »

Barangsiapa merusak sesuatu, maka ia wajib menggantinya (dbaman) (Al-Suyuti,

n.d)

Kaidah ini menegaskan prinsip liabilitas mutlak dalam hukum Islam: setiap
kerugian harta yang disebabkan oleh tindakan seseorang harus diganti oleh
pelakunya. R]J, dengan menjadikan restitusi sebagai syarat utama
penyelesaian kasus, secara sempurna mengimplementasikan kaidah dhaman
ini, memastikan bahwa keadilan materiil ditegakkan sebelum keadilan
retributif dipertimbangkan (Mikroj, 2023).

Keadilan Restoratif adalah instrumen yang sangat efektif dan selaras dengan
prinsip Hifzh al-Mal. R] tidak hanya memulihkan harta korban melalui restitusi,
tetapi juga melindungi harta publik melalui efisiensi biaya peradilan, dan
memelihara harta keluarga pelaku dengan mempertahankan produktivitas mereka
(Thamsir et al., 2025). Dengan memprioritaskan pemulihan materiil dan
akuntabilitas finansial, R] mengembalikan keadilan pada hakikatnya: sebuah proses
yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki kerugian dan memelihara
kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat, sesuai dengan tujuan luhur syariat
(Zehrt, 2015 ; Sirait, 2024).

Aspek Pemeliharaan Keturunan (Maslahah Mursalah)

Maslahah Mursalah (Pemeliharaan Keturunan) merupakan salah satu dari
lima prinsip fundamental (al-dharuriyyat al-khams) dalam Magasid al-Shari'ah
(Tujuan Hukum Islam). Prinsip ini melampaui sekadar legalitas nasab, mencakup
kewajiban komprehensif untuk memelihara kesejahteraan, kehormatan, dan masa
depan generasi penerus, yang merupakan investasi jangka panjang umat. Dalam
pandangan Islam, keturunan adalah amanah yang harus dijaga dari segala bentuk
kerusakan, baik fisik, moral, maupun sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan
publik, termasuk sistem peradilan pidana, harus dievaluasi berdasarkan dampaknya
terhadap pemeliharaan generast ini.

Jurnal Mediasas, Vol. 8, No. 4, 2025 997



The Constitutional Position of the Public Prosecutor’s Office
Faizal et al.,
DOI: 10.58824/mediasas.v8i4.507

Prinsip Maslahah Mursalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam
hierarki Maqasid al-Shari'ah. la tidak dapat dipisahkan dari Hifzh a/-Nafs
(petlindungan jiwa) karena kelangsungan hidup umat manusia bergantung pada
kelangsungan keturunan yang schat. Ia juga terkait erat dengan Hifzh al-'"Ag/
(perlindungan akal) karena generasi yang akan datang harus memiliki akal yang
sehat dan terdidik untuk menjalankan tugas kekhalifahan di bumi (Penerapan
Restorative  Justice dalam Penanganan Anak, 2025). Ketika sistem peradilan
konvensional mengancam stabilitas keluarga, secara tidak langsung ia juga
mengancam magqasid yang lain, menciptakan kerusakan berantai dalam tatanan
sosial.

Dalam konteks hukum pidana retributif, pemenjaraan seorang kepala
keluarga atau orang tua seringkali menjadi ancaman nyata terhadap Maslahah
Mursalah. Tindakan ini secara langsung menyebabkan disrupsi ekonomi, trauma
psikologis pada anak, dan keruntuhan tatanan keluarga, yang secara esensial
merupakan mafsadah (kerusakan) besar yang harus dihindari. Sistem yang kaku
dan berorientasi pada pembalasan ini cenderung mengabaikan korban sekunder,
yaitu anak-anak dan keluarga pelaku, yang tidak bersalah namun harus
menanggung konsekuensi terberat dari proses hukum.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh pemenjaraan orang tua terhadap anak-
anak sangatlah spesifik dan mendalam. Secara ekonomi, anak-anak kehilangan
sumber nafkah utama, yang dapat memaksa mereka putus sekolah atau terlibat
dalam pekerjaan ilegal, sehingga mengancam Hifzh al-Mal (perlindungan harta) dan
Hifzh al-Aql mereka. Secara psikologis, mereka mengalami Adverse Childhood
Experiences (ACEs) yang parah, kehilangan figur bimbingan, dan berpotensi
mewarisi siklus kriminalitas, yang merupakan kegagalan fundamental dalam
memelihara kualitas nasl (Jurnal Figh dan Hukum Islam, 2024).

Restorative Justice (R]) hadir sebagai paradigma keadilan yang selaras secara
mendalam dengan semangat Maslahah Mursalah. Berbeda dengan sistem retributif,
RJ mengedepankan proses musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan kerugian yang
dialami korban dan komunitas. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian
perkara pidana tanpa harus memutus ikatan sosial dan ekonomi pelaku dengan
keluarganya, sehingga secara langsung mendukung upaya pemeliharaan keturunan
dan keutuhan keluarga (Jurnal Hukum Responsif, 2025)

Landasan teologis untuk mendukung sinergi antara R] dan Maslahah
Mursalah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Kewajiban untuk menjaga keluarga
ditegaskan dalam firman Allah:

B e Hlady 8135 156 1am il acmndl 151,47 5l

ujfj,uu,u@r»f\um\um% e 2

T

L

\
\Y) -

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalabh dirimn dan keluargamn dari api neraka yang bahan
bakarnya adalal manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai  Allah  terhadap apa yang diperintabkan-Nya kepada mereka dan  selaln
mengerjakan apa yang diperintabkan” (QS. At-Tabrim [66]: 6)

Ayat ini, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk "memelihara diri
dan keluarga mercka dari api neraka," merupakan mandat komprehensif yang
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mencakup perlindungan moral, spiritual, dan material. Pemenjaraan orang tua,
yang berpotensi menjerumuskan anak-anak ke dalam kesulitan sosial dan
ckonomi, dapat dianggap sebagai kegagalan dalam menjalankan mandat
perlindungan ini. RJ, dengan menjaga pelaku tetap berada di tengah keluarga,
menjadi instrumen hukum yang membantu mewujudkan maqsid ayat ini dalam
dimensi sosial, mencegah keluarga dari "api neraka" kemiskinan dan disfungsi
sosial.

Selain itu, Maslahah Mursalah juga didukung oleh sunnah Nabi Muhammad
% yang menganjurkan pembentukan keluarga yang kuat dan produktif. Salah satu
hadits menganjurkan:

SNFENE STHEERAEPA IS5

"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sesunggubnya aku berbangga dengan
Jumlab kalian di hadapan umat-nmat lain” (HR. Abu Dawnd, An-Nasa', dan 1bnu Hibban)

Anjuran untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas (a/walud) ini
menyiratkan pentingnya lingkungan keluarga yang stabil dan penuh kasih sayang
(al-wadnd). R] memastikan bahwa lingkungan al-wadud ini tidak rusak oleh
intervensi negara yang berlebihan. Dengan mempertahankan peran orang tua
sebagai pendidik dan pencari nafkah, R] mendukung tujuan untuk melahirkan
generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah, yaitu generasi yang kuat secara
kuantitas dan kualitas.

Secara metodologi hukum Islam (Ushul Figh), penerapan RJ dalam kasus
yang melibatkan kepala keluarga dapat dibenarkan melalui kaidah fundamental:

° ° - 2 - //o _
GJ,\.&:.IJ\ s e ‘i.u”:fs S} 253

"Menolak kernsakan (mafsadab) didabulukan daripada mengambil kemaslahatan (maslabah)

Dalam konteks ini, mafsadah yang paling besar adalah hancurnya keluarga,
terlantarnya anak, dan potensi anak menjadi pelaku kriminal di masa depan.
Maslahah yang ingin dicapai oleh sistem retributif adalah pembalasan dan efek
jera. RJ memilih untuk menolak mafsadah yang lebih besar (kerusakan keluarga)
meskipun harus mengorbankan sebagian maslahah retributif, sebuah pilihan yang
sangat sejalan dengan prioritas Maqasid al-Shari'ah (ResearchGate, 2025).

Perlindungan Anak dan Keutuhan Keluarga adalah manifestasi paling nyata
dati Maslahah Mursalah dalam R]J. R] memungkinkan pelaku untuk bertanggung
jawab atas perbuatannya (misalnya melalui ganti rugi atau kerja sosial) sambil tetap
menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hal ini sangat
penting untuk menjaga keutuhan keluarga dan memastikan anak-anak
mendapatkan hak-hak dasar mereka, sehingga masa depan keturunan terlindungi
secara holistik (Habibillah, 2025).

Pencegahan Kerusakan Reputasi Keluarga juga merupakan bagian integral
dati Maslahah Mursalah, yang erat kaitannya dengan Hifzh al-'Ird (pemeliharaan
kehormatan). Proses pidana konvensional yang terbuka seringkali mencoreng
nama baik keluarga pelaku. Reputasi yang rusak dapat berdampak jangka panjang
pada peluang sosial dan ekonomi anak-anak. RJ, yang bersifat musyawarah dan
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tertutup, membantu meminimalkan kerusakan reputasi ini, menjaga kehormatan
keluarga, dan mencegah stigma sosial yang diwariskan kepada keturunan.

Fokus pada Diversi dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum
(ABH) adalah kebijakan R] yang paling eksplisit dalam mewujudkan Maslabah
Mursalah. Diversi bertujuan untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya
dan mencegah mereka dari label "kriminal," yang merupakan upaya fundamental
untuk memutus mata rantai kejahatan antar-generasi. Dengan mengutamakan
penyelesaian di luar proses peradilan formal, R] memastikan bahwa masa depan
anak sebagai bagian dari nasl yang berkualitas tidak terenggut oleh sistem hukum
yang kaku.

Pendekatan R]J juga dapat dilihat sebagai implementasi dari konsep Maslahah
Mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara spesifik oleh nash, tetapi sejalan
dengan tujuan syariat). Kebijakan hukum yang memprioritaskan pemulihan
hubungan dan pencegahan kerusakan sosial-eckonomi keluarga, meskipun
merupakan inovasi kontemporer, secara substansial melayani tujuan Maslahah
Mursalah yang merupakan tujuan primer syariat. Oleh karena itu, RJ dapat diterima
sebagai kebijakan hukum yang sah dan dianjurkan dalam kerangka figh siyasah
(hukum tata negara Islam) (Jurnal Syariah dan Hukum, 2025).

Secara ringkas, Restorative Justice bukan sekadar alternatif prosedural,
melainkan sebuah filosofi keadilan yang memiliki akar kuat dalam Maqasid al-
Shari'ah, khususnya Maslabah Mursalah. Dengan meminimalkan dampak negatif
proses pidana terhadap keluarga, RJ bertindak sebagai benteng pertahanan
terakhir bagi keutuhan keluarga, memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi
korban dari kejahatan yang dilakukan oleh orang tua mereka, dan memelihara
potensi generasi penerus umat.

Tabel 7
Perbandingan Dampak Sistem Keadilan terhadap Maslahah Mursalah
Aspek Pemeliharaan Sistem Retributif (Konvensional) | Restorative Justice (R])
Keturunan

Keutuhan Keluarga Terancam (disintegrasi, kehilangan | Terjaga (pelaku tetap

figur) di tengah keluarga)

. Berlanjut (pelaku

Dukungan Ekonomi Terputus (kehilangan sumber dapat bekerja dan
natkah) .
menafkahi)

Rusak (stigma publik, Hifzh al-Trd | L C1ag (proses

Reputasi/Kehormatan tertutup, minim
terganggu) .
stigma)
Risiko viktimisasi sekunder dan Fokus pada diversi
Masa Depan Anak L. . P ) .
kriminalitas dan reintegrasi social

Melalui implementasi RJ, sistem hukum menunjukkan komitmennya untuk
tidak hanya menghukum perbuatan, tetapi juga melindungi struktur sosial yang
lebih besar, yaitu keluarga dan keturunan. Ini adalah perwujudan dari keadilan
yang berorientasi pada masa depan, di mana pemulihan hubungan dan

pencegahan kerusakan sosial menjadi prioritas utama, sejalan dengan nilai-nilai
luhur Islam (Laksana, 2025).

Kebijakan Keadilan Restoratif Kejaksaan memiliki relevansi dan kesesuaian yang
tinggi dengan prinsip Maslabah al-Mursalah. R] adalah instrumen hukum modern yang
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berfungsi sebagai ijtihad untuk mencapai tujuan-tujuan syariat (Maqasid al-Shari'ab). Secara
khusus, R] secara efektif mewujudkan kemaslahatan melalui Hifzh a/-Nafs (pemulihan
psikologis dan pencegahan stigma), Hifzh al-Mal (restitusi korban dan efisiensi biaya), dan
Maslabah Mursalah (pemeliharaan keutuhan keluarga dan masa depan anak). Dengan
demikian, RJ adalah manifestasi dari fleksibilitas hukum Islam dalam merespons
perkembangan sosial demi kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Kedudukan Konstitusional Kejaksaan Republik Indonesia Pasca-Amandemen UUD
1945 Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 berada
dalam posisi yang unik dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun
tidak diatur secara eksplisit sebagai lembaga kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam UUD
1945, Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan, yang secara fungsional mendukung kekuasaan kehakiman.
Kedudukannya diatur melalui undang-undang tersendiri, yang menempatkannya sebagai
lembaga yang mandiri dari pengaruh kekuasaan manapun, namun secara struktural berada
dalam rumpun eksekutif. Kewenangan diskresioner Jaksa Agung, khususnya asas
oportunitas, merupakan manifestasi dari kedudukan ini, yang memungkinkan Kejaksaan
untuk mengambil kebijakan penegakan hukum demi kepentingan umum, termasuk melalui
pendekatan keadilan restoratif.

Implementasi Kewenangan Kejaksaan dalam Menerapkan Keadilan Restoratif
Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Implementasi kewenangan
Kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif didasarkan pada Peraturan Kejaksaan
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Petja No. 15/2020), yang menandai
pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan yang memulihkan
(restorative justice). Penerapan ini bersifat ketat dan berjenjang, dengan syarat formil dan
materil yang harus dipenuhi, seperti pelaku pertama kali (primum non nocere), ancaman
pidana tidak lebih dari 5 tahun, kerugian materiil yang kecil, adanya kesepakatan damai yang
sukarela, pemulihan kembali pada keadaan semula (restitusi/kompensasi), dan adanya
respons positif dari masyarakat. Prosedur ini menempatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
sebagai fasilitator yang netral, dengan keputusan akhir penghentian penuntutan berada di
tingkat pimpinan tertinggi (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung),
yang menjamin akuntabilitas dan konsistensi kebijakan.

Analisis Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan dalam Menerapkan Keadilan
Restoratif Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara dan Konsep Maslahah al-Mursalah
dalam Fiqih Siyasah Dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN), kewenangan Kejaksaan
dalam menerapkan keadilan restoratif merupakan perwujudan dari diskresi yang dimiliki
oleh Jaksa Agung, yang dibatasi oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Pembatasan ini penting untuk memastikan bahwa diskresi tersebut digunakan secara
bertanggung jawab, tidak sewenang-wenang, dan demi kemanfaatan serta kepastian hukum.
Sementara itu, dari perspektif Konsep Maslahah al-Mursalah dalam Figih Siyasah,
penerapan keadilan restoratif adalah sah (syar'i) dan sangat relevan. Keadilan restoratif,
terutama dalam kasus ta'zir (pidana yang hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik),
sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syariah), khususnya Hifzh al-Mal (pemeliharaan
harta) melalui mekanisme restitusi dan kompensasi, serta Hifzh al-Nafs (pemeliharaan jiwa)
dengan menghindari pemenjaraan yang tidak perlu dan memulihkan hubungan sosial.
Dengan demikian, kebijakan ini memenuhi unsur kemaslahatan umum yang tidak diatur
secara eksplisit (mursalah) oleh nash.
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